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(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup.

Pasal 51

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan
surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
ketidaklayakan Lingkurrgan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pernerintah ini.

Bagian Ketiga

Pen5rusunan dan Pemeriksaan

Formulir UKL-UPL

Pasal 52

(1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha
danlatau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha
dan/atau Kegiatan.

12) Lokasi rencana Usaha danlatau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang.

(3) Kesesuaian lokasr rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2\ dibuktikari dengan konfirmasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perllrrdang-undangan.

(41 Dalam hal lokasi rerrcana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Formulir tll{L-UPL tidak dapat
diperiksa dan dikenrbaiikan kepada penanggung jawab
Usaha dan/ atau Kegiatan.
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Pasai 53

(1) Penyusunan Forrnulir UKL-UPL ciinrulai dengan
penyeCiaarr data dan informasi berupa:
a. deskripsi rencana Usaha clan/atau Kegiatan;

dan/atau
b. Persetujuan Teknis.

(21 Dalarri hal Usaha dan/atar.r Kegiatan yang ciirencanakarr
lebih dari 1 (satu) {lsaha dan/atau Kegiatan yang
perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta.
berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem,
dapat dirnuat dalam 1 (satu) F-ormulir UKL-UPL.

(3) Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pacla ayat {21yang dilakukan oleh lebih dari 1

(satu) penanggung jawab Usaha dan/atar.r Kegiatan
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling
terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Forinulir UKL-
UPL yang ciapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1

(satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 54

(1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi
pen)rusun UKL-UPL.

(21 Dalam hal instansi Lingkungan Hidup Pusat, organisasi
perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang
membidangi Lingkungan Hidup kabupaten / kota
bertindak sebagai penanggung jawab Usaha danlatau
Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menjadi penvusun UKL-.UPL bagi
insta.nsinya masing-masing.

Pasal 55

(1) I.'ormulir UKL-LIPL disusun dalam bentuk standar
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Flidup.

(21 Kementerian/iernbaga pemerintah nonkementerian J,ang
membidangi sektor bida.ng Usaha dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL rnenlus'url Formulir UKL-UPL standar
spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
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(3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan,,atau Kegiatan
wajib UKL-UPL, dalam menyusun Formulir UKL-UPL
standar spesifik sebagairrrana dimaksud pada ayat (21
berkoorciinasi dengan Mcnteri.

(4) Menterr memasukkan Formulir UKL-UPL standar spesifik
yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
daiam sisterrr informasi dokumen Lingkungarl Hidup.

(5) Formulir UKL-UPL standar spesif,rk sebagaimana
dimaksud pada ayat. (21 disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Larnpiran III yang
merupakan bagian tidai< terpisahkan dari pera'-uran
Pemerintah ini.

Petsal 56

(I) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merrgisi
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang t-ersedia dalam
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).

(21 Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum
tersedia dalam sistern irrformasi dokumen Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayal (1), pengisian
Formulir UKL-UPL standar mengacu pada format F'ormulir
UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud datam pasal 55
ayat (5).

(3) Formulir UKI-.-IJPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang telah diisi sebagairrrana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(41 Pernyataan Kesangguparr Pengelolaan Lingkungan l{idup
sebagairrrana dirnaksud pada ayat (3) disusun dengan
menggunakan format sebagainrana ter.cantum ,.lalam
Lampiran III yang merupaiian bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pernerintah ini.
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Pasal 57

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatarr mengajukan
permoironan penreriksaan Formulir UKI.-UPL standar
spesifik atau Formu-lir UKL-UPL standar yang telah diisi
kepada:

a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetu_iuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;

2. berlokasi di lintas provinsi: dan/atau
3. berlokasi di wilayah laut iebih dari 12 (dua

Lrelas) mil lauL diukur dari garis pantai ke arah
laut lepas;

b. guhernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. Perizinan Rerusaha atau Persetujuan
Pemerintatr diterbitkan oleh Pemerintah Daeratr
provinsi;

2. berlokasi di lirrtas daerah kabupaten/kota yang
berada dalam 1, (satu) provinsi: dan/atau

3. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua
belas) mil dari garis pantai ke ai'ah laut lepas
cian/atau ke arah perairan kepulauan;

c. bupati/waii kota. untuk Usaha dan/atau Kegiatan
yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah [)aerah
kabupatenlkoLa.

(21 Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL--UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang
t-elah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melaiui:

a. sisterrr Perizinan Berusaha terintegrasi secara
eiektronik, dalarrr hal penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan menrpakan Pelaku Llsaha; atau

b. sistern informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam
hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
merupakan Instansi Penrerintah.

(3) Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) ciilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
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(41 Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah 83; dan/atau
d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

(5) Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ciilakukan pengumuman melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:
a. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan

tingkat risiko menengah rendah;

b. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah tinggi;

c. usaha yang terindentihkasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko tinggi; dan

d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah.

(6) Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan
tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup.

Pasal 58

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi
melalui sistem irrformasi dokumen Lingkungan Hidup
terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar untuk: ,

a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
a;

b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
b;

c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau
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d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
d.

(21 Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang;

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha clan/atau
Kegiatan;

c. Persetujuan Tekrris; dan

d. kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman
pengisian.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan
Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar:

a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan
substansi; atau

b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 59

(1) Menteri, gubernrir, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya rrrelakukan pemeriksaan substansi
Formulir UKL-UPL standar spesilik atau Formulir
UKL-UPL standar.

(21 Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi
Fornrulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang merupakan kewenangan Menteri
sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) kepada gubernur
atau bupati/wali kota.
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Pasal 60

(1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf a dilakukan secara otomatis meialui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

(2) Berdasarkan pemeriksaan substansi sebagaimana
dimaksud pacia ayat (1) diterbitkan:

a. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; atau

b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

(3) Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

(1) Pemeriksaan
spesifik atau
untuk:

Pasal 61

substansi
Formulir

UKL-UPL standar
standar dilakukan

Formulir
UKL-UPL

a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf b;

b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau

c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dirrralcsud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf d.

(21 Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh:

a. Menteri dengan menugaskan pejabat yang
membidangi Amcial, UKL-UPL, dan SPPL; atau
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b. gubernur atau bupati/wali kota dengan menugaskan
kepala perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup.

(3) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan
dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana
Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan
Hidup yang terjadi.

(4) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(5) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan
melibatkan:

a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang bersangkutan;

b. instansi penerbit Persetujtran Teknis bagi
pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Limbah 83, dan/atau analisis mengenai
dampak lalu lintas; rian/atau

c. instansi yang menyelenggarakan urlrsan
pemerintahan cir bidang penataan ruang.

(6) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara
dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 62

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir
UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dima.ksud dalar.r Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) tidak terdapat perba-ikan, Menteri, gubernui', atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
memberikan persetujrran Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.
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(2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-
UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) perlu dilakukan perbaikan, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

(3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melakukan perbaikan Formulir UI(L-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan
kembali kepada Menten, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan
perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar.

(4) Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai clengan kewenangannya
menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka rnaktu
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir
UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

(5) Dalam hal:

a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formuhr IJKL- UPL standar yang disampaikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah
melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau

b. perbaikan ticiak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan,

permohonan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Flidup ditolak dan dikembalikan
ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

(6) Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dilakukan oleh:
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a pejabat. ,v-ang mernbidangi Arndal, UKL-UPL, cian
SPPL yang riitugaslcan oleh Menterr. Ltrrruk Usaha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL, yang ri:,:rupakan
ke'*,enangan Menteri;

kepala perangkat daera-h ),ang membidangi
Lingkr-rngarn Hidup provinsi, untuk Usaha dan/atau
Kegia'"r-rn v"'ajib UKL.-UPL yang merupakan
kewerrangan gubernur: atau

kepaia perangkat daerah yalrg mernbidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untuk Usaha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang rnerupakan
kewenangan bupati /r,vali kota.

Pasal 63

Persetu.juan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana climaksud dalarn Pasal 62
ayat (1) dan ayat (4), paling seclikit inemuat:

a. dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataar-r
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tierupa
rekomendasi hasil pemeriksaan subst.ansi Forrnr.llir UKL-
UPL standar spesifik atau l.'orrnulir UKL-UPL standar;

b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,
meliputi:

1.. naina. Usaha dan/atau Kegiatan;

2. jenis Usaha clan/atau Kegiatan;

3. rlama dan .labatan penanggung yawab lJsa.ha
dan/atau Kegiatan;

4. alamat kantor; dan

5. lokasi Usaha danr/atau Kegiatan;

c. deskripsi dan lok'asi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
.yang akan dilakukan, baik kegiatalr utarna maupun
kegiatan pendukung sesuar dengan Pcrsetujuan Teknis
yang diterbitkarr. oleh instansi yang berweni--ng
menerbitkan Persr-tuiua.n Tekni s;

b

c
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Persetujuan Teknis paling sedikit rnemuat:
1. stanclar teknis pemenunan baku mLrtu Linglltirlgan

Hidup, Perrgelolaan Limbah BlJ, danlata:s a;ialisis
meilgcnai ,J.arnpak lalu iintas;

2. standar kompetensi sumber daya raanusia tcrkait
baku mutu Lingkungan Hidup, perrgelolaan Limbah
[]3, dan analisis rrengenai damFrak laiu lintas; darr

3. sisLern rnanajemen iingkungan;
persyararan bagi penanggung jawab Usaha d.anlata.u
Kegia.tar, untuk nlernenuhi ketentuan dalam pensetujtian
Teknis sebelurn beroperasinya instalasi cian/atau fasilitas
yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
kewajiban Denanggurrg javrab Usaha dan/at-au Kegiatan,
anta.ra lain:

1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pernantauan
lingkungan dalam matrik IJKL.-UpL:

2. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO
diterbitkan:

3. menyiilp|12r, dana pen;aminan untuk pemulihan
fungsi Lingkurrgan Hidrrp sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- unda.ngan ;

4. menyampaikan laporarr pela_ksanaan persyaratan dan
kewajiban Pcrizinan Berusaha ataul persetuluan
Pemerintah terkait- Persetujuan Lingkungan secara
berka.la setiap 6 (enam) bulan sekaii;

5 meiakukarl pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian
pengclolaan dan pemantauan lingkungan dalam
matrik UKL-UPL;

6. rnengajukan permohonan peruL,ahan persetujuan
Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan
per-,-rbahan Usaha dan/atau Kegiatannva; <ian

7. kewajiban Lain .!ar1g dite*"apkan oleh Menreri,
gubernur, arat-'! bupatilu,ali kota sesuai Cengan
kewenangann)'a berdasarkan keperrtingan
Perlindrrrrgan datr i,er,gelolaan Li::gkungan Hidup.

e

f
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Pasal 64

(1) Persetujuan Pernyataan Kesangg.rpan pengelolaan
Lingkungarr l{idup sebagaimana dirnaksud dalam pasal
63 merupakan:

a. bentrrk Perset'.guari Lingkunean; dan
b. prasyarat penerbir-an Perizinan Berusal,a eT.au

Persetu.iuan Pernerintah,

l2l Penzinan Berusa ha atau Persetujuan Pemerintah
sebagaimana dimaksurcl pada ayat (1) menjadi dasar
pelaksanaa-n pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Persetujtian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat il) huruf b diterbitkan sesrra.i dengan ketenruar,
peratura,n perundang-undangan .

Bagian Keempat

Pengisian SPPL

Pasal 65

(1) SPPL bagi usaha yang dilakukan oieh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal T ayat (2\
diintegrasikan ke clalam nomor induk berusaha.

{2) SPPL sebagaimaua dimaksr-rd dalam Pasai 7 ayat {2) bagi
kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
dilakukan melalui perrgisian formulir yang merr..iadi dasar
penerbitan Persetujuan Pemerintah.

t3i Tata cara pengisian formulrr sebagaimana dimaksuci pada
ayat (2) tercanttrm dalam Lampiran III 5-arrg merupakan
bagian tidak terpisahkan ciari Perart.uran pemerinrah ini,

Pa.sal 66
(1) Pengintegrasian SPPL ke dalarn norrlor induk berusaha.

sebagaimana dirr,aksud ciaiam Pasal b5 ayat (1) oilakukan
melalui sisrem Perizina,r Berusaha terintegrasi secara
elektronik.
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(21 Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (21 dilakukan melalui sistem inforrnasi
dokumen Lingkungan Hidup.

(3) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (21

memuat:

a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki
konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatatl ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
rLrang sestrai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ; dan

c. kewajibran dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.
(4) Menteri, 6lrbernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir
SPPL sebagaimana. dimaksud pada ayat (3)yang telah diisi
oleh Instansi Pemerintah melalui sistem inforniasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Keiima

Penyrrsun Amdal

Pasal 57

( 1) Penyusunan Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun
Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan.

(21 Tim penyusun Amdal sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) dapat berasal dari:

a. perorangan; atau

b. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

(3) Tim penyusun Amdal sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) terdiri atas: '

a. ketua; dan

b. anggota.
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(4) Ketua


